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ABSTRACT

Agrarian reform in Indonesia increasingly requires access reform that connects land
certification with productive economic opportunities. This article examines multi-stakeholder
participation in access reform in Urundaka Village, Ampana Tete District, Tojo Una-Una
Regency, and its contribution to Sustainable Development Goals (SDGs) I and 2. Using a
descriptive qualitative approach, data were obtained from interviews, observation, and
secondary documents involving the land office, local government agencies, village
government, farmer groups, financial institutions, and private companies. The analysis uses
Multi-Stakeholder Partnership dimensions.: relationship, engagement, influence, and barrier.
The findings show that access reform operated through legal asset strengthening, farmer-
group facilitation, demonstration plots, training, market linkage, and financing support.
Stakeholders contributed complementary roles, but coordination remained constrained by
budget efficiency, different program roadmaps, formal credit requirements, dependence on
middlemen, climate risks, and damaged farm roads. The article argues that agrarian reform
supports poverty reduction and food security when legal certainty over land is followed by

coordinated, adaptive, and sustained access interventions.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 mengatur tentang Reforma Agraria
sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Reforma agraria menekankan
dalam memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mencapai keadilan
dan pemerataan kepemilikan tanah untuk kepentingan masyarakat dengan penataan
aset dan penataan akses. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2023 mengenai Percepatan Implementasi Reforma Agraria guna mempercepat
realisasi target. penyediaan lahan untuk reforma agraria, redistribusi lahan, legalisasi
kepemilikan tanah transmigrasi, resolusi konflik pertanahan dan penguatan ekonomi
subjek reforma agraria, strategi pelaksanaan reforma agraria perlu adil, berkelanjutan,
partisipasi, transparan dan bertanggung jawab serta mengikuti perubahan dan tuntutan
pembangunan negara.

Perpres No. 62 tahun 2023 merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria sebagai PSN.
Strategi pelaksanaan reforma agraria pada dasarnya meliputi: legalisasi aset,
redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan
reforma agraria, dan partisipasi masyarakat. Marcel Ridho Juniarto & Endang
Pandamdari, (2024:470) berpendapat bahwa reforma agraria tidak lagi dimaknai
secara sempit mengenai seputar penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi
tanah, tetapi juga fasilitasi penataan aset yang mengarah pada penataan akses agar
masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi dan lebih
berdaya dengan tanah yang dimilikinya. Kegiatan reforma agraria dilaksanakan
melalui redistribusi tanah yang merupakan langkah pemerintah dalam menangani
permasalahan kesenjangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria merupakan salah satu pendorong utama
dalam mendukung Asta Cita yang diusung oleh Kabinet Merah Putih terutama pada
Cita Keenam dalam membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi
dan pengentasan kemiskinan. Reforma agraria tidak hanya berpusat pada redistribusi
tanah, tetapi juga pada penguatan pemanfaatan tanah masyarakat agar memiliki nilai

lebih dan membuat masyarakat lebih mandiri serta sejahtera secara ekonomi. Dalam



kaitannya dengan ketahanan pangan, penataan akses memberikan peluang kepada
subjek penerima akses reforma agraria khususnya para petani untuk ikut terlibat
dalam ekosistem ekonomi pertanian demi mendukung ketahanan pangan sesuai
dengan Petunjuk Teknis Penangan Akses Reforma Agraria (2025). Pelaksanaan
Penataan Akses Reforma Agraria (PARA) yang optimal, perlu didukung oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta stakeholder terkait
yang dapat memberikan dampak dalam mendukung penanganan kemiskinan dan
mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan ekonomi berdasarkan klaster
komoditas dan mitigasi alih fungsi lahan sesuai dengan Pedoman Penyusunan
Rencana Aksi (2020) yang memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs).

Pengelolaan sumber daya agraria membutuhkan sistem penataan agraria yang
berkelanjutan (SPAB) memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga
pemanfaatan dan penggunaan sumber daya agraria dapat dilakukan secara lebih
efektif, efisien, bermanfaat, dan berhasil guna serta tetap memperhatikan kelestarian
dan keberlanjutan lingkungan. Aspek keberlanjutan ini dimuat dalam Pasal 5 TAP
Nomor [X/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam perlu dijalankan sesuai
dengan prinsip keberlanjutan, di mana dalam pelaksanaannya harus mampu
memberikan manfaat secara optimal baik untuk generasi kini maupun yang akan
datang dengan terus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
Republik Indonesia (2001). SPAB didasarkan pada konsep Sustainable Land
Management (SLM) yang digagas oleh Herweg et al. (1999) dalam Tenrisau (2021)
yang berpendapat bahwa SLM merupakan landasan/pondasi dalam pertanian
berkelanjutan serta merupakan bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan dan
pengentasan kemiskinan. Terdapat 5 (lima) acuan model pemberdayaan tanah
masyarakat dalam rangka pelaksanaan penataan akses yaitu: 1) Pemberdayaan tanah
masyarakat berbasis kemitraan (partnership); 2) Pemberdayaan tanah masyarakat
berbasis penataan agraria berkelanjutan; 3) Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis
pertanian korporasi (cooperative farming); 4) Pemberdayaan tanah masyarakat
berbasis corporate sosial responsibility (CSR); 5) Pemberdayaan masyarakat berbasis
distribusi manfaat (creating shared value). Nugroho (2025:5) menjelaskan bahwa
untuk mendukung penataan akses reforma agraria, diperlukan pembagian tugas dan

tanggungjawab dalam memastikan setiap pelaksanaan penataan akses agar setiap
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pihak fokus pada tugas dan kewenangannya. Pemerintah dapat menyediakan
kebijakan, dana serta infrastruktur yang dapat menunjang pelaksanaan penataan akses.
Bersama dengan lembaga non-pemerintah serta organisasi masyarakat yang
membawa peran dalam memberikan dukungan berupa pengetahuan, keterampilan,
dan koneksi yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan wawasan.
Sementara itu, sektor swasta juga memiliki peranannya sendiri melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pembangunan
masyarakat. Adapun pihak Bank Daerah yang berperan sebagai pemberi modal
melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Dalam penelitiannya Nuryasinta & Pangestika (2025:236) menerangkan
bahwa dalam rangka mewujudkan reforma agraria yang inklusif, diperlukan sinergi
lintas sektor melalui penyederhanaan birokrasi, redistribusi tanah yang adil, pelatihan
teknis, serta penguatan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengembangan
model manajemen lahan berbasis komunitas. Sementara itu, penelitian yang dilakukan
oleh Trinanda Putra et al. (2021:65) menunjukan bahwa dalam pelaksanaan reforma
agraria terdapat ego sektoral kelembagaan yang menyebabkan terhambatnya
pelaksanaan penataan aset dan penataan akses sehingga diperlukan komitmen yang
kuat dari seluruh pelaksana GTRA dalam menjalankan seluruh program reforma
agraria. Menurut Nurahmani (2024:844) tembok ego sektoral adalah persoalan utama
terhambatnya pelaksanaan program reforma agraria. Hal ini dibuktikan dengan
rendahnya capaian reforma agraria pada program yang beririsan dengan kewenangan
lintas sektor yaitu kegiatan penataan aset berupa legalisasi aset pada kegiatan
penyelesaian tanah transmigrasi dan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan
kawasan hutan termasuk kegiatan penataan akses melalui pemberdayaan tanah
masyarakat yang belum optimal. Trinanda Putra et al., (2021) berpendapat bahwa ego
sektoral pada setiap lembaga/institusi dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari
kegiatan penataan akses sehingga penataan akses reforma agraria menjadi tidak
optimal karena kegiatan tersebut tidak dijadikan program prioritas oleh pemerintah
daerah pada RPJMD sehingga pelaksanaan reforma agraria di kabupaten Lampung
Tengah dari 4 lokasi yang ditetapkan sebagai objek kegiatan, hanya 1 Desa saja yang
berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa penataan akses reforma agraria dinilai gagal
ketika koordinasi dan partisipasi antar sektor lemah, Sebaliknya, Triandaru et al.
(2021) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya
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yaitu partisipasi stakeholder yang terlibat. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian
Kasanah et al., (2024) yang menyatakan bahwa melalui kolaborasi lintas sektor dan
pendekatan yang bersifat partisipatif mampu mendorong keberhasilan program
pemberdayaan masyarakat. Penelitian diatas menunjukkan bahwa keberhasilan
kegiatan reforma agraria bukan semata persoalan tanah saja, namun terkait juga
dengan keterlibatan para pihak, pembagian peran dan kemampuan mengatasi
hambatan struktural. Meskipun demikian, terbatasnya penelitian yang mengkaji secara
spesifik terkait bagaimana partisipasi multipihak dapat terbentuk, bagaimana strategi
yang dijalankan tiap aktor dan bagaimana hubungannya antara partisipasi tersebut
dengan tujuan SDGs menuju wilayah tanpa kemiskinan dan kelaparan menjadi hal
yang penting untuk diteliti.

Desa Urundaka yang terletak di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo
Una-Una memiliki potensi pada sektor pertanian, khususnya pada komoditas jagung
dan kelapa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong
kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks masyarakat yang berprofesi sebagai
petani, kesejahteraan tidak cukup dipahami hanya melalui perbandingan pendapatan
dengan standar upah minimum, tetapi yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan
rumah tangga dalam mengelola sumber penghidupan secara berkelanjutan.
Rahmawati dan Rudiarto (2022) menjelaskan bahwa tingginya produksi pertanian
tidak selalu membuat masyarakat petani berada dalam kondisi ekonomi yang baik.
Kesejahteraan petani perlu dilihat melalui pendekatan penghidupan berkelanjutan
yang mencakup aset manusia, aset finansial, aset sosial, aset fisik, dan aset alam.
Dengan demikian, potensi lahan dan produksi pertanian baru dapat disebut
mendukung kesejahteraan apabila masyarakat memiliki kemampuan, akses, dan
dukungan kelembagaan untuk mengubah potensi tersebut menjadi sumber
penghidupan yang stabil. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Afriliyeni,
Sihaloho, dan Sita (2021) bahwa salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan adalah
rendahnya akses petani terhadap tanah serta belum optimalnya pendayagunaan
sumber daya lahan pertanian.

Data pemetaan sosial menunjukkan bahwa 73% subjek penerima akses
reforma agraria di Desa Urundaka memiliki pendapatan pada rentang Rp500.000
sampai dengan Rp1.500.000 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian
besar subjek penerima akses masih berada dalam posisi rentan secara ekonomi,

terutama karena pendapatan tersebut diperoleh dari kegiatan pertanian yang sangat
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dipengaruhi oleh musim, biaya produksi, akses modal, harga jual, dan kondisi pasar.
Dalam perspektif penghidupan berkelanjutan, rendahnya pendapatan tersebut dapat
dipahami sebagai lemahnya aset finansial rumah tangga petani. Kerentanan ini
semakin kuat karena masyarakat masih menghadapi keterbatasan pada aset fisik
berupa jalan usaha tani yang belum memadai, aset finansial berupa akses modal
perbankan yang belum sesuai dengan ritme kebutuhan petani, serta aset sosial-
ekonomi berupa ketergantungan kelompok tani kepada tengkulak dalam pembiayaan
maupun pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, sertipikat tanah dan potensi lahan
pertanian di Desa Urundaka belum cukup menjadi jaminan kesejahteraan apabila
tidak disertai kemampuan masyarakat untuk mengelola tanah secara produktif.
Menariknya, ditengah keterbatasan tersebut, terdapat partisipasi multipihak
dalam kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendampingan usaha yang
melibatkan berbagai aktor dengan peran, kontribusi dan kewenangan yang berbeda
sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Ini menunjukkan terdapat proses kegiatan yang
kolaboratif yang di dalamnya terdapat partisipasi dan strategi yang saling terkait
dalam pelaksanaan pendampingan usaha di Desa Urundaka. Penelitian terkait
partisipasi multipihak pada kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka menjadi
penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk membuktikan bahwa program telah
berhasil dilaksanakan, namun untuk lebih memahami bagaimana para pihak bekerja
serta strategi yang dijalankan para pihak dalam mendukung tujuan SDGs menuju
wilayah tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan pada kegiatan penataan akses reforma
agraria pada tahap pendampingan usaha. Pemahaman ini diperlukan agar pelaksanaan
penataan akses reforma agraria benar-benar menjadi instrumen yang mampu
mengurangi  kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan membangun
kesejahteraan di tingkat desa secara berkelanjutan melalui penelitian yang berjudul
“Partisipasi Multipihak Pada Kegiatan Reforma Agraria Dalam Mendukung
Sustainable Development Goals Di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete

Kabupaten Tojo Una-Una”.



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah

sebagai berikut:

1.

Bagaimana partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di Desa

Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una?

Bagaimana strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs

tujuan 1 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una?

Bagaimana strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs

tujuan 2 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di
Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

Untuk mengetahui strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria
menuju SDGs tujuan 1 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete
Kabupaten Tojo Una-Una.

Untuk mengetahui strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria
menuju SDGs tujuan 2 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete

Kabupaten Tojo Una-Una.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan Kementerian
ATR/BPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan peneliti.

a.

Bagi Kementerian ATR/BPN

Sebagai bahan masukan sekaligus memberikan kontribusi bagi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun
kebijakan dan strategi yang lebih partisipatif dan efektif menuju SDGs Tanpa
Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan serta menciptakan keberlanjutan program
melalui prinsip-prinsip SDGs dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan yang
berkaitan dengan penataan akses reforma agraria dalam mencapai SDGs

Tujuan 1 dan 2 melalui partisipasi multipihak yang lebih baik.



c. Bagi Peneliti

Sebagai upaya memenuhi syarat kelulusan Diploma IV Pertanahan Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional, meningkatkan kapasitas dan kompetensi peneliti

di bidang pertanahan.

D. Batasan Penelitian

Kegiatan penanganan akses reforma agraria tahun 2025 memiliki 2 tahapan
yaitu pemetaan sosial dan fasilitasi pendampingan usaha. Penelitian yang akan
dilakukan khusus meneliti pada tahap fasilitasi pendampingan usaha dalam
mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 1, yaitu Tanpa

Kemiskinan dan Tujuan 2, Tanpa Kelaparan.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka
terbentuk dalam pola kolaboratif yang saling melengkapi antar aktor. Kantor
Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una berperan sebagai fasilitator dan
mengkoordinir stakeholder yang turut serta dalam kegiatan reforma agraria;
Pemerintah daerah melalui dinas teknis yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan, Dinas PPKUKM dan Balai Penyuluh Pertanian berperan dalam
memberikan bantuan sarana produksi, pendampingan kelompok tani di
lapangan, sinkronisasi data kelompok tani, dan pengurusan adminstrasi bagi
yang ingin melakukan usaha; Pemerintah desa memiliki peran sebagai
koordinator di tingkat desa; PT. Syngenta dan PT. Seger berperan memberikan
edukasi teknik budidaya, merubah mindset petani, dan memberikan akses pasar;
BPD Sulteng memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan memberikan
akses kredit formal yang lebih sehat; BUMDes berperan membuka akses
permodalan skala kecil namun fleksibel; sedangkan kelompok tani menjadi
pelaksana utama dalam kegiatan reforma agraria. Dalam perspektif Multi
Stakeholder-Partnership, partisipasi yang dilakukan tercermin kedalam 4
dimensi yaitu hubungan (relationship), keterlibatan (engagement), pengaruh
(influence) dan hambatan (barrier).

Strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 1,
tanpa kemiskinan di Desa Urundaka dijalankan melalui penguatan aset tanah,
peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan, penguatan akses pasar,
penyediaan akses modal, perlindungan sosial bagi rumah tangga yang rentan,
peningkatan pada kualitas manusia melalui kecukupan gizi dan kesehatan.
Strategi tersebut menunjukkan arah yang positif karena penataan akses reforma
agraria tidak berhenti hanya pada legalitas tanah secara hukum saja, namun
dilanjutkan dengan upaya agar tanah tersebut dapat menjadi modal ekonomi
yang produktif. Temuan lainnya menunjukkan adanya perbaikan kondisi
kemiskinan desa meskipun belum tuntas sepenuhnya. Oleh karena itu, strategi
menuju wilayah tanpa kemiskinan di Desa Urundaka sudah bergerak kearah

yang benar, tetapi efektifitasnya belum optimal karena masih dihambat oleh
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tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, birokrasi akses kredit formal yang
sulit, ketergantungan pada tengkulak, dan risiko perubahan iklim yang
menyebabkan gagal panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang
dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan reforma agraria menuju SDGs 1,
tanpa kemiskinan di Desa Urundaka sudah dilaksanakan dengan baik walaupun
masih ada tahap penguatan dan belum sampai pada tahap penyelesaian masalah
secara menyeluruh.

Strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 2,
tanpa kelaparan di Desa Urundaka di jalankan melalui penguatan kepastian aset
berupa tanah, penerapan demplot, peningkatan kapasitas budidaya petani,
pemberian dukungan benih dan sarana produksi, menjaga stabilitas pasar
melalui offtaker, penyediaan akses pembiayaan kelompok dan pembiayaan yang
fleksibel, serta adanya dukungan pemerintah desa terhadap ketahanan pangan
rumah tangga. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa SDGs tujuan 2 dapat
dipahami secara lebih luas, tidak hanya pada peningkatan produksi pertanian,
namun juga pada stabilitas harga pasar dan pendapatan kelompok tani,
keterjangkauan pangan, dan keberlanjutan usaha tani. Meskipun demikian, pada
saat yang sama Desa Urundaka menghadapi hambatan yang bersifakt struktural
yang cukup serius dimana masih adanya keterbatasan akses layanan kesehatan
dan pendidikan, jalan usaha tani dalam kondisi yang rusak dan adanya risiko

perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen.

B. Saran

1.

Melakukan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditindaklanjuti dengan
pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah ATR/BPN
dengan pimpinan pemerintah daerah di tingkat provinsi sehingga reforma
agraria menjadi salah satu prioritas kegiatan pada pemerintah daerah melalui
dukungan kebijakan, anggaran dan koordinasi dengan dinas terkait. Dukungan
ini penting untuk memastikan keberlanjutan kegiatan penataan akses untuk
kesejahteraan masyarakat.

Menyusun roadmap kegiatan lintas sektor antara pemerintah daerah dan kantor
pertanahan yang memuat pembagian peran, penetapan lokasi pemberdayaan,
bentuk kontribusi sampai dengan mekanisme monitoring melalui pendampingan
bersama agar dukungan anggaran dapat berjalan selaras dalam mendukung

kegiata reforma agraria. Tanpa adanya kesepakatan roadmap kegiatan,
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partisipasi multipihak beresiko berjalan secara sepihak dan sangat bergantung
pada insiatif pihak lainnya.

Melakukan restorasi infrastruktur jalan usaha tani sebagai prioritas intervensi
pemerintah daerah sampai ke tingkat desa untuk mempermudah distribusi hasil
panen, mobilisasi sarana produksi, menekan biaya usaha tani dan meningkatkan
akses petani ke pasar.

. Memutus ketergantungan tengkulak melalui skema permodalan terpadu untuk
usaha tani yang lebih praktis dan fleksibel sesuai kondisi riil kelompok tani.
BPD Sulteng, BUM Desa, dan pemerintah desa perlu menyusun model
pembiayaan berjenjang dimana kebutuhan modal skala kecil dapat ditangani
oleh BUM Desa yang lebih fleksibel, sedangkan pembiayaan skala yang lebih

besar dapat diarahkan ke perbankan.
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